
SALINAN

Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENEIAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH

DALAM PRO\'INSI BENGKULU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (I)
huruf a Undalg-Undang Nomor 28 Ta-tlun 2009 tcntang
Pajak Daerah dan Retl'ibusi Daerah juncto Pasal 70
Peraturan Daerah Provinsi Beflgkulu Nomor 2 Tahun
2O1l tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu,
sebagaimara telal diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2074 ter,tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajat Daerah Provinsi
Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah
Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2O16;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (lrmbararr
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taiun 1997 Nomor 42,
Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor l9
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengar Surat Paksa {Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129,
Tambahan I,embaian Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
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4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia ]'ahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 "fah]urt 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O25);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajal Daeral dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
teniang Perubahal Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun l968
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor
14O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578)i

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahul 201O
tentang Tata Cara Pemberian darr Pemanfaatan
lnsentif Pemungutan Pajal< Daerah dan Retribusi
Daerai (l,embaran Negara Repubiik lndonesia
Tahun 2OlO Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



Menetapkan

-3,

13. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhi. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2011 Nomor 310);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

15- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7
Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (lrmbararr Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2oo8 Nomor 7);

16. Peraturan Daerair Provinsi Bengkulu Nomor 2
?ahun 2Ol l tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu (trmbaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimala telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkuh,r Nomor 2 Tahun 20ll
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);

17. Peraturan Gubernur Bengkuiu Nomor 3 Tahun
2Ol2 Ler,tar,g Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerai Provinsi Bengkulu Nomor 2 Talun 20ll
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Taiun 2012 Nomor 3),
sebagaimaaa telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 3 Talun 2015 tentanB
Perubaian Atas Peraturan Gubemur Bengkulu
Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk
Pelaksanaal Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSI{AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dima]<sud dengan :

1. Daerah adaiah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintal

Provinsi Bengkulu.
Daerah
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3. Pcmcrintah Kabupatcn/ Kota adalah Kabupatcn/
Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkuh-r.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat

Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yaDg selanjutnya

disebut PKB adalai pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

10. Penerimaan Bersih adalah jumiah keseiuruhan
Penerimaal Pajak Kendaraan Bermotor setelah
dikurangi Insentil Pemungutan.

BAB II

Persentase Bagi Hasii

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan
sebagai berikut:
a.70 % (Tujuh puluh persenj untuk Pemerintah

Daerah Provinsi; dan
b.30 o/o ("figa puluh persen) untuk Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebanyal 30 % (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.3O "/o (tiga puluh persen) dibagi rata per

Kabupaten/Kota;dan
b.7O lo (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan

pot€nsi iumlah liendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Perhitungan penerimaan bagi hasil PKB
sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Guberl]ur ini yarlg merLrpakan
bagian tjdak terpisahkan dari Peraturan Gubemur
1nl.

(2) Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan
PKB antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggar-an 2016
adalah sebagai bcrikut:



a. Kota Bcngkulu scbcsar 31.31 o/o (tiga puluh
satu koma tiga puluh satu persen);

b. Bengkulu Utara sebesar 11.28 % (sebelas
koma dua puluh delapan persen);

c. Bengkulu Selatan sebesar 8.68 % (delapan
koma enam puluh delapan persen);

d. Bengkulu Tengah sebesar 6.26 yo (enam koma
dua puluh enam persen);

e. Rcjang Lebong scbesar 1O.15 7o (sepuluh koma
lima belas persen);

f. t€bong sebesar 5.09 % (lima koma nol
senbilan persen);

g. l,epahiang sebesar 6.93 o/o {enam kolr,.a
Sembilan puluh tiga persen);

h. Seluma sebesar 7.83 % (tujuh koma delapan
puluh tiga persen);

i. Kaur sebesar 5.41 % {lima koma empat puluh
satu persen);dan

j. Mukomuko sebesar 7.06 % (tuiuh koma nol
enarn persen).

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1) Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayaL l2l,
dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi
penerimaan yang disetorkan dan/atau maslrk ke Kas
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah
dikurangi insentif pemungutan pajak.

(2) Apabila hasil penerimaan PKB pada Tahun Anggaran
beialan melampaui target yang ditetapkal dalam
Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah Tahun
Anggaran yang bersangkutan, maka bagian
Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun
Anggaran berikutnya.

(3) Pembayaran Dana Bagr Hasil PKB untuk
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi
Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila
terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan
PKB yang telah diperhitungkan pada triw\rian
sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan
berikutnya.
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Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangal Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalarn Berita Daerai Provinsi Bengkr"rlu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5- 4 - )016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd'

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6-4-2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH PRO\,INSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.

ttd.

H. SUMARDI

BEzuTA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR I1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BI{P HUKUM.

lL lltut l
v l\/

M. IKHWAN. S.H,.M.H.
Pembina Utama Muda

NIP.19690905 19S403 1 011



LAMPIRAN
PERATI]RAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

ANTARA PEMER1NTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H, RIDWAN MUKTI

Salinal sesuaitlerLgan aslinya
KEPALA RI) HUKUM,

ryN
M, IKHWAN. S,H..M,H.
Pembina Utama Muda

NlP.19690905 199403 1 011

XABUPATEN ,i KOTA
Sebesar 30To

dibagi rata per
KabuDaten/Kota

Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Jumlah Pembagian
Masing rnasing

I<rbuDaten /Kota
1 2 3 5 6 7=4+6
1

3
4

5

6

7
a
9

10

KOTA BENGKULI]
BENGKULU UTARA

BENGKULU SELATAN

BENGKUt,U TENGAH
REJANG LEBONG
LEBONG
KEPAHIANG
SELUMA
KAUR
MUKO MUKO

30% : 10
30o/" : l0
30% : 10

30o/" : 10

30% : 10

30% : 10

30% : 10

30% : 10

30% : 10

307o : 10

30/"

3a/"

3./a

3a/o

30/.

3%
3rk
3t/a

162.109 Unit : 400.831 Unii x 70% =

47.393 Unit : 400.831 Unit X 70% =

s2.525 tlnit : 400.831 Unit X 70% =

18.663 Unit : 400.831 Unit X 70% =

40.948 Unit : 400.831 Unit x 70% =

11.961 Unit : 400.831 Unit x 70'l" =

22.504 Unit : 400.831 Unit x 70% =
27.656 Unit : 400.831 Unit X 70%:
13.826 Unit ; 400.831 Unit X 70% =
23.246 Ur,il r 400.831 Unit x 70% =

24,3t%
4,249/0

5,68%
3,264/.
7,15t/"
2,O9%
3,93%
4,83%
2,4to/a
4,064/"

31,31%
11 ,2go/a
8,689/o

6,26./0
10, 150/"

5,09%
6,93y.
7 ,43%
5,4196
7,06.,/"

JUMLAH 30% 400.831 Unit 70,ooa./o 100,000/"


